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BUPATI BARITO TIMUR,

bah*'a untuk meiaksanakan ketentuan pasal 1g4 a,,,at i1iUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beber.apa kalidiubah terakhir dengan undang-{. ndang Repubrik
indonesia Nomor 12 Tahun 200g tentang" perubahan
I{edua Atas undang-Undang Repurik In,lonelia Nomor 32Tahun 2oa4 tenta.g pemerLtah Daerair. Kepara Daerah
mengajukan Rancangan peraturan Daerah tentang
Pertanggungja*'ab:rn peraksanaan Angg;ararr pendapatan

1.r Belanja Daerah Tahun Anggaian ,2013 kepada
De'uvan Penr-akiian Rakr at Daerah F.abupate' I3arito
T-tTrr, berupa laporan k"uarrg*t yang telah ctiperiksa
oleh Badan pemeriksaan Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran beiakh[;
bahri-a pertanggungjari.aban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
sebagaimana dimaksud pada huruf a p".tulaitetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang pertanggungialr,aban
Pelaksanaan Angg€iran pendapatan dan geianja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

Pasal 18 a1'at {61 unclang-undang Dasar Negara Frepublik
Indonesia Tahun 19.15:
Undang-Undang Nomor 2T Tahun 1g5g tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat lrlomor 3 Tahun
1?5-l -. tentang lrembentukan Daerirh Ting;kar II
di Kalimantan (Ix'mbaran Negara Rellublik Indonesra
Tahr-rn 1953 Nomor g) sebagai Undang_LJnclarrg.
{Lembaran Negara Republik Indones.ia T.ah"un l9s9
Nomor T2.Tambahan Lembaran Negara Nomor 1[i20):
Undang-Undang Nomor 2g Tahun lggg renrans
Penl'eienggaraan Negara yang Bersih Dan B*b,;;--J";i
Korupsi, Koiusi 

. Dan Nepoiisme (Lembaran Negara
Republik lndoensia Tahun lggg Nomo.: 75, Tarnbahan
l.embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 .rentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Nega'a Reptrbiik

. ) .

4 .



Indonesia Nomor 5, Tambahan LembararL Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenrang
Pemeriksaan Pengeiolaian dan Tanggung; Jau'atl
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu.blik Indonesra
Tahun 20A4 Nomor 66, Tambahan Lerrrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400i;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentarlg Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, ' l 'arnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4l2l);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Incionesia Tahun 2oo4 Nomor 125. Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana
teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Urrdang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO1
rentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Ij9, Tambahan
Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 48a4J;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2,OO4 tenti lng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tenta"ng pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lemtraran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ao9 Nomor 1130. Tambahar:
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 50a9);

!0. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2aa1 tenrang
Pembinaan dan Penga*'asan Atas pent'elenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputrlik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a090);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2ao4 tenrang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimprnan t)an
Anggota Deu-an Peruakilan Rakr,at Daerah (l.,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO,+ Nomor 90.
Tambahan Lembaran Negara Republik In<lonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kal.r terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2r rahun 2ct07
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 2a0+ tentang Keduduk.an F'rorokoler
Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dervan peruakilan
Rak-vat Daerah (Lembaran Negara Reputrlik lndonesia
Tahun 2oo7 Nomor 47. Tambahan Lembara. r,regara
Republik lndonesia Nomor 4772),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200s, tenrang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tah'n 200s
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (LemLraran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ,{9. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S03)l'14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang



Pinjaman Daerah ilembaran Negara Repubiik l'donesia
Tahun 2oo5 Nomor 136, Tambahan Lerrrbaran rrregara
Republik Indonesia Nomor 457A:

i5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200:t tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik
Incionesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor a575);

i5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005t tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,em.baran wega.a
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor i l]g, TambaLan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS'T6i;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tenrang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T;ambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nom.r 45'lB):

j B. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200s tenranc-
Pedoman Pen-vusunan dan penerapan Standar Feia,r anai
Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 'lahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585):

19. Peraturan Pemerinrah Nomor B Tahun .2006 t€rnrang
Peiaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintaf,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46I4:

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor l;i rahr-rn 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
sebagaimana telah diubah beberapa kali ter:akhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i rahun 2orr
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan lr{enteri Dalam
Negeri  l r lomor 13 Tahun 2006 tentang,pedonia '
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20II  Nomor 310):

21" Perilturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran pendapata' da' Beran;a
Daerah sebagaimana telah diubah d"rg*., peraturan
ir'{enteri Daiam Negeri Nomor 39 rahun 2012 tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi
32 Tahun 2arr tentang Fedoman pemberiein Hibair dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari A.nggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah {r3eriteL il".gr.u
Republik Indonesia Tahun 2An Nomor Sa0);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timnr N<lmor 10
Tahun 2012 tenrang Anggaran pendapatan dan Beiarrja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggarien 2013
{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahrrn 2ar3
Nomor 5) l

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Non:Lor 5
Tahun 2013 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Barito Timur {Lembaran Dilerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2OI3 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timl.rr Nomor 7
Tahun 2013 tentang perubahan Anggaran pen,caparan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 20rz {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2013 Nomor 5);



l,4enetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN AARITO TIMUR
TEIITANG PERTAIYGGUNGJAWABAN PELAT(SANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TAHUN
AI{GGARAN 2013.

Pasal 1

t1) Pertanggungjau'aban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuar:
a. Laporan realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

i2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pacla ay'at (1) dilanrpiri dengan
Laporan Kiner;a dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan tjsaha lltilik
Daerah/ Perusahaan D,aerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggarein sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf a Tahun
,A.nggaran 2OI3 sebagai ber-ikut :
a. Pendapatan
b. Belanja

Surplusl (deficit)
c. Pembiavaan :

- Penerimaan
- Pengeluaran
Surflus/ (deficit)

Rp.634. - l  27 .268.69 I  .G4
R p . 6 3 7  . 6 7  2 . 8 5 1  .  1 7  2 , 8 7

Rp.  76 .  528.604,  146,C,8
Rp.  6 .050.000.000,CtO

(Rp.  3 .2 . t r5 .58,2.4S 1 .23)

Rp.  70 .4128.604.446,68

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimal<sud dalam F,asal 2 sebagarI  ' i

rlerlKut :
(i l  selisih Anggaran dengan Rearisasi pendapatan se3umlah

Rp'(2. 159.a87 .qsr ,79) dengan dincian sebagai berikut :
a.  Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.636.sg6.3s6.149,43
b. Realisasi

selisih Lebih/(Kura'g) ilf+##ffi,f;,
t2) Selisih anggaran dengarn realisasi belanja sejumlah (Rp.66.ai s.og.z'.rglr.z+l

dengan rincian sebagai berikut :
a.  Anggaran Belanja Sr: te lah perubahan Rp. 704.0g5.g33.970.1j
b. Realisasi

SelisihLebihl(Kura'g) ftffi#,#,(3) Selisih a1g-g?ran dengan reaiisasi surplus/defisit. sejumlahRp. 6a.253.995.339,45 dengan rincian sebagai berikut :

: f:gq:::l 
Surplus/Defisit seteiah perubahan (R:p. 67.4ss.s:77.820,681

U.  i (CAI1SAS1

seiisih r,ebihl(Kura'g) ffffi+:#



(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembia-r'aan sejumlah
(Rp,620.973.374,O0) dengan rincian sebigai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembi\:aan

setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)
Selisih anggaran dengan reaiisasi
Rp. (3.600.000.000,00) dengan r incian
a. Anggaran pengeluaran pembir.aan

(s)

setelah perubahan
b. Reaiisasi

Selisih Lebih/ {Kurang)
{51 Selisih anggaran dengan

Rp. 2 .979.A26,G26,O0 t lengan
a. Anggaran pembil'aan Netto

Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih / {Kurang)

Neraca sebagaimana climaksud pada pasal 1
sebagai berikut :
a. Jumlah Aset
b. Jumlah Ker,r'qiban
c. Jumiah Ekuitas Dana

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana
rahun anggaran 2013 memuat informasi
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Rp.  77 .149.577.82A.68
Rp.  76 .528.6A4. , ! !6 .68
(Rp.  6 '2A.9T5.374,00 i

pengeluaran pembiavaan sejurnlah
sebagai berikut :

R p .  9 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Rp. 6.050.000,000;Q9
{Rp.  3 .600.1100.C)00.00)

realisasi pembiay,-aan neto seiumiah
rincian sebagai berikut :
Setelah

Rp.  67 .499. i i77 .82O"68
Rp.  70 .478.6  04 .446,68
R p .  2 . 9 7 9 . 0 2 6 . 6 2 G " A o

Pasal 4

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksr-id clalam pasal t huruf c untuk tahun
:-ang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
a.  saldo a 'uvai  kas di  BUD per 1 Januar i  2013 Rp. 69.s7g.r64.446,6g
b. Arus kas bersih dari aktif i tas Operasi Rp. I32.465.96,2.566,74
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset

n o n K e u a n g a n  
,  1  { R p . 1 3 5 . 7 i 1 . 5 4 5 . 0 4 V , g 7 }Arus kas bersih dari aktivitas pembial-aan (Rp 50.000.0c)0,00)

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00saido akhir  kas di  B u*D per 3 1 Desember 20 i  3 Rp. 66 .2g7 . i  36.9r i6.45
l .

huruf b Per 31 Desem.ber:  2013

Rp.  1  .009.266.415.426.7  3
Rp.  147.253.663,84
R p .  i . 0 0 9 .  1  1 9 .  1 6  1 . 7 6 2 . 8 9

dimaksud daiam pasal t huruf d
baik secara kuantitattf mauoun

Pasal 7

Pertanggungjarvaban peiaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pilsai 1tercantum dalam Lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari .
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I' 1 : Ringkasan Laporan R-eatisasi Anggaran menurui: urusan
pemerintah daerah dan organisasi:

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah, organisas. pendapatan. beiaLnja dan
pembia'o.aan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah nlenurut
urusan pemerintah daerah, organisasi. program dan
kegiatan;

Lampiran 1.2

Lampiran L3



,.),

Lampiran I.4

Lampiran L 5
Lampiran I.6
Lampiran I.7

Lampiran 1.8
Lampiran i.9

Lampiran I. 10
Lampiran L 11
Lampiran Ii
Lampiran III
Lampiran I\''

: Rekapitulasi reaiisasi anggaran belanja daerilh untuk
keseiarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah
dan fungsi daiam kerangka pengeiolaan keuangan Negara:

: Daftar piutang Daerah:
: Daftar penvertaan modal (lnvestasi) daerah;
: Daftar Realisasi penambahan dan pengurarrgan aset tetap

daerah;
: Daftar penambahan dan pengurangan aset lainn-r,a:
: Daftar kegiatan-kegiatan l-ang belum diseiesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali craiam tahun
anggaran berikutnva:

: Daftar dana cadangan daerah;
: Daftar pinjaman dan obligasi daerah:
: Neraca:
: Laporan Arus Kas:
: Catatan atas Laporan Keuangan.

memerintahkan pengundangan per.aturan
dalam Lembaran Daerah Kabupal-en Banto

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan kepaia daerah tentang penjabaran
pertanggungjau'aban pelaksanaan ApBD sebagai rincian lebih Gnjut clar.i
pertanggungjau'aban peiaksanaan APBD.

Pasal 9

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin-va,
Daerah ini dengan penempatann) a
r  lmur .

Ditetapkan di Tamiang Lavang
pada tanggal 3 Septembr:r l l0l4

BUPATI BARITIS TII4UR.

ttd

AMPERA A.Y.MEBAS
iliundangkan di Tamiang Lal.ang
pada tanggal 15 September 2OI4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO T] MUR.

ttd

E S K O P
I-EMBARA}.I DAER{H KABUPATtrN BARITO TIMUR TAHUN 2014  NOMOR 1 .1

Saliniln sesuai dengan aslinva
KtrPALA BAGIA}J HUKUM,

. - - \  ;
t *

I\RI PANAN P. LELU
PEMBIhIA ( iv la)

NrP.19701102 199803 1  007



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur ].ang terdi,:i rlari (a)
Laporan Reaiisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas (d) Cal.atein Atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2}rc sebagaimana terla.mpir adaiah
tanggung jau'ab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sisteffr perrgendalian
intern ]'ang memadai' dan isinva telah menr.ajikan informasi 

-pelaksanaari

anggaran. arus Kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan ke,uanp;an secara.
la-r'ak sesuai dengan Standar Akuntasi pemerintah.

Tamiang Layang, 25 Juti 2Alq

BUPATI BARIT'O TI]\4UR.

ttd

AMPERA A,Y.METiAS

Salinan sesuai dengan asLinva
KtrPALA BAGiAN HUKIJM,

--*)','9--"
ARI PANAN P. LELU

PEMRINA (Iv la)
NrP. 197011A2 199803 1 007


